
BUPATI PURWOREJO
P E R A T U R A N BU PATI P U R W O R E J O

N O M O R : 30 TAHUN 2006

T EN T A N G P E M O T O NG AN H E W A N

P O T O N G

DAN P E N A N G A N A N D A G IN G S ER T A HASIL IKU TA NN Y A

BUP ATI P U R W O R E J O ,

Menimbang a. bahwa untuk menjaga kesehatan daging yang dikonsums i

masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan

ketentuan-keten tuan tentang pemotongan hewan potong

dan penanganan daging serta hasil ikutannya,

b. bahwa berdasarkan per t imbangan tersebut huruf a,

d ipandang perlu menetapkan Peraturan Bupat i tentang

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging

serta Hasil Ikutannya.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ,

2. Undang-undang Nomor 6 Tah un 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tah un 1967

Nomor 10, T ambah an Lembaran Negara Nomor 1824);

3. Undang-undang Nomor 23 Tah un 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tah un

1992 Nomor 100, T ambah an Lembaran Negara Nomor

3495);



4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Per l indungan Konsum en (Lembar an Negara Republ ik

Indonesia Tah un 1999 Nomor 42 , T am bah an Lembaran

Negara Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembar an Negara Republ ik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. T am bah an Lembaran

Negara Nomor 4437) ;

6 . Peraturan Pemer intah Nomor 22 Tah un 1983 tentang

Kesehatan Masyarakat Veter iner (Lembar an Negara

Republik Indonesia T ah un 1983 Nomor 28, Tam bah an

Lembaran Negara Nomor 3253);

7. Keputusan Menter i Pertanian Nomor 4 13 / Kpts / TN 310 /

7 / 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan

Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya;

8. Keputusan Direktorat Jendral Peternakan No. 143 / Th

520 / KP TS / DJP / Deptan / 1990 tentang Pelaksanaan

Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veter iner;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwore jo Nomor 26 Tahun

2000 tentang Kewenangan Daerah Kab. Purworejo

(Lembar an Daerah Kabupaten Purworejo Tah un 2000

Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun

2003 tentang Pembentukan , Kedudukan , Tugas Pokok ,

Fungsi dan Susunan Organisas i Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Purwore jo (Lembar an Daerah

Kabupaten Purworejo Tah un 2004 Nomor 3);



Memperhat ikan : 1. Fatwa Majel is U lama Indonesia tanggai 23 Oktober

1976 tentang Penyembel ihan Hewan secara Mekanisme

dengan Pemingsanan.

2. Penegasan Keputusan Komis i Fatwa MUI No. B 776 /

MUI / X / 1990 Tg l 10 Oktober 1990 tentang Tekn is

Pemingsanan Hewan dalam Penyembel ihan

3. Fatwa MUI No. D3 / Musda VII / MUI - J A T E N G / III /

2003 tentang Daging Gelonggong

4. Surat Edaran Bupat i Purworejo No. 524.3.774 tentang

Daging Ge longgong , Penert iban Penjualan Hewan dan

Bahan Makanan asal Hewan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P E R A T U R AN BU PA TI T E N T A N G P E M O T O N G A N H E W A N

PO TO N G DAN P E N A N G A N A N D A GIN G S E R T A HASIL

IKUTANNYA

BAB I KET ENT U AN

U M U M Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Hewan Potong adalah sapi , kerbau, kuda, kambing dan dom ba

b. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasi lkan daging

yang terdir i dar i pemer iksaan ante mor tum , penyembel ihan , penyelesa ian

penyembel ihan dan pemer iksaan post mor tum.

c. Penyembel ihan Hewan Potong adalah kegiatan memat ikan hewan potong

dengan cara menyembel ih hewan potong guna pemer iksaan dagingnya

d. Pemer iksaan Ant e Mortum adalah pemer iksaan kesehatan hewan potong

sebelum disembel ih.



e. Pemer iksaan Post Mor tum adalah pemer iksaan daging dan bagian-

bagiannya setelah penyelesaian penyembel ihan.

f . Daging adalah bagian - bagian hewan potong yang disembel ih termasuk isi

rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia dan belum dimasak.

g. Karkas adalah bagian dar i hewan potong yang disembel ih setelah kepala

dan kaki dip isahkan dan dikuliti serta isi rongga perut dan dada dike luarkan.

h. Hasil ikutan adalah hasil samping dar i pemotongan hewan potong yang

berupa darah, kulit, bu lu, lemak, tanduk, tu lang dan kuku.

i . L imbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan potong d an hasil

ikutan yang tidak d imanfaatkan.

j . Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemer intah yang ditunjuk atau

petugas lain yang berada d i bawah pengawasan dan bertanggung jawab

kepada Dokter Hewan dimaksud untuk melakukan pemer iksaan baik

sebelum maupun setelah di lakukan pemotongan terhadap hewan potong.

k. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliput i pelayuan , pemotongan

bagian - bagian daging, pe lepasan tulang, pemanas an , pembek ua n ,

pendinginan, pengangkutan, peny impanan dan kegiatan lain untuk

menyiapkan daging guna penjualannya.

I . Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veter iner ada lah pengawasan dalam

rangka mel indungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu

kesehatan dan menjamin ketentraman batin akibat menggunakan bahan

makanan asal hewan.

m. Rum ah Potong Hewan atau Temp a t Pemotongan Hewan atau istilah lainnya

yang selanjutnya disebut RPH adalah bangunan atau tempat d imana hewan

dipotong dan berada di bawah penguasaan Pemer intah Daerah.

BAB II

S Y A R A T - S Y A R A T DAN T A T A C A R A P E M O T O N G A N H E W A N P O T O N G

Bagian Pertama

Syarat -syarat Pemotongan Hewan Potong

Pasal 2

(1) Set iap Hewan Potong yang akan dipotong harus memenuh i syarat -syarat

sebagai ber i ku t .

a. disertai surat pemi l ikan

b. disertai bukt i pembayaran retr ibusi



c. memil ik i surat izin potong

d. te lah di lakukan pemer iksaan ante mor tum oleh petugas pemer iksa

yang berwenang paling lama 24 (d ua puluh empat ) j am sebelum

penyembel ihan.

e. di ist i rahatkan paling sedik it 12 (d ua belas) j a m sebelum penyembel ihan

di lakukan.

f. penyembel ihan di lakukan di R PH atau Tem pat Pemotongan Hewan.

g. pe laksanaan pemotongan Hewan Potong di lakukan dibawah

pengawasan dan menurut petunjuk - petunjuk petugas pemeriksa yang

berwenang.

h. t idak da lam keadaan bunt ing

i. penyembel ihannya di lakukan menurut tata cara agama.

(2 ) Dalam hal di lakukan penyembel ihan darurat terhadap hewan potong, yang

di lakukan di RPH atau tempat pemotongan hewan, ketentuan

sebaga imana tersebut pada ayat (1 ) huruf c,d,e dan h tidak perlu d ipenuhi .

(3 ) Dalam hal penyembel ihan hewan potong untuk keper luan agama atau

adat, maka ketentuan pada ayat (1 ) huruf b dan f t idak perlu dipenuhi .

Pasal 3

(1 ) Setelah di lakukan pemer iksaan ante mortum terhadap hewan yang akan

dipotong, petugas pemer iksa yang berwenang kemudian memutuskan dan

member i tanda bahwa hewan potong t e r s ebu t :

a. di iz inkan untuk disembel ih tanpa syarat;

b. di iz inkan untuk disembel ih dengan syarat ;

c. d i tunda untuk d isembel ih , atau

d. ditolak untuk disembel ih

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan b hanya

ber laku untuk jangka waktu 24 (d ua puluh empat ) jam sejak saat

pemer iksaan.

(3 ) Hewan potong dinyatakan dii j inkan untuk disembel ih tanpa syarat

sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a, apabi la dari hasil

pemer iksaan ante mor tum diketahui bahwa hewan potong tersebut sehat.

(4 ) Hewan potong dinyatakan dii j inkan untuk disembel ih dengan syarat

sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, apabi la dari hasi l

pemer iksaan ante mor tum diketahui bahwa hewan potong tersebut

mendesak untuk disembel ih atau menunjukkan geja la sakit.



(5) Hewan potong dinyatakan di tunda penyembel ihannya dan diisolas i sambi l

menunggu hasi l pemer iksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ) huruf c apabi la dar i hasi l pemer iksaan ante mor tum diketahu i

bahwa hewan tersebut sedang sakit dan belum dapat di tentukan jenis

penyak itnya.

(6) Hewan potong di tolak untuk disembel ih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1 ) huruf d dan kemud ian d imusnahkan menuru t ketentuan yang ber laku di

RPH atau tempat pemotongan hewan atau tempat lain yang ditunjuk,

apabi la da lam pemer iksaan ante mortum tenyata bahwa hewan potong

tersebut mender i ta atau menunjukkan geja la penyak i t ( penyaki t hewan

m enu la r )

Bagian Kedua

Tata Cara Pemotongan Hewan Potong

Pasal 4

Penyembel ihan hewan potong di lakukan oleh juru sembel ih Islam dan

di laksanakan menurut tata cara sebagai ber i ku t :

a. mem baca Basmal lah

b. mem utus jalan nafas (halqu m)

c. memutus ja lan makanan, dan

d. memutus dua urat nadi (wadajain ).

Pasal 5

Setelah hewan potong yang disembel ih t idak bergerak dan darahnya berhent i

mengalir , maka di lakukan proses-proses penyelesa ian penyembel ihan sebagai

ber iku t :

a. kepa la sampai batas tulang leher 1 dan kaki mulai dari tarsus / karpus

dipisahkan dari badan

b. hewan digantung

c. dikulit i

d. isi perut dan dada dikeluarkan, dan

e. karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpaut.



Pasal 6

(1) Apabi la proses penyelesaian penyembel ihan telah di laksanakan, maka

di lakukan pemer iksaan post mor tum oleh petugas yang berwenang

terhadap daging dan bagian-bag ian hewan potong lainnya secara utuh di

ruangan dalam RPH atau tempat pemotongan hewan dengan

menggunakan alat-alat yang bersih dan hygienis.

(2) Ketentuan mengena i pemer iksaan post mor tum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1 ) diber lakukan pula terhadap daging hewan potong yang

penyembel ihannya di lakukan secara darurat di luar R PH atau tempat

pemotongan hewan.

(3 ) Ketentuan mengena i pemer iksaan post mor tum di da lam ruangan RP H

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) t idak ber laku terhadap pemotongan

hewan yang dipergunakan bagi keper luan agama atau adat.

Pasal 7

(1) Pemer iksaan post mortum dimula i dengan pemer iksaan sederhana dan

apabi la diper lukan maka di lengkapi dengan pemer iksaan mendalam.

(2 ) Dalam hal di lakukan pemer iksaan mendalam, maka keputusan mengena i

peredaran daging dan hasi l ikutan yang berasal dar i hewan potong yang

bersangkutan di tunda sampa i selesainya pemer iksaan.

Pasal 8

Petugas pemer iksa mempunya i wew ena ng untuk mengir is , membua ng

seper lunya bag ian-bag ian daging yang tidak layak dikonsumsi , mengambi l

bagian - bagian daging untuk keper luan pemer iksaan mendalam, menahan

daging sepanjang diper lukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta

memer intahkan pemusnahan daging yang di larang diedarkan untuk dikonsums i.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan post mor tum, petugas pemer iksa

menyatakan bahwa daging yang bersangkutan :

a. dapat diedarkan untuk konsumsi

b. dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat sebe lum diedarkan

c. dapat d iedarkan untuk konsumsi dengan syarat se lama peredaran atau

d. di larang diedarkan dan dikonsums i.



(2) Daging dinyatakan dapat d iedarkan untuk dikonsumsi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a apabi la daging tersebut berasa l dar i

hewan potong yang tidak mender i ta suatu penyaki t atau mender i t a

penyakit arthrit is, hernia, fraktur, absces dan mastit is serta penyaki t lain

yang bersifat lokal setelah bagian-bagian yang tidak layak untuk

dikonsumsi di buang.

(3) Daging sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b adalah daging yang

merupakan bagian dar i hewan potong yang mender i ta penyaki t dan telah

mendapatkan per lakuan-per lakuan khusus sebagaimana tercantum dalam

Kolom 2 dan Kolom 3 Lampiran II Peraturan yang merupakan bagian t idak

terpisahkan dari Peraturan ini.

(4 ) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) huruf c adalah daging yang

warna konsistensi atau baunya tidak normal karena sept ichemia, caxecia,

hidrop oed em yang penjua lannya di lakukan di R P H atau tempat penjualan

lain yang ditunjuk dan d i bawah pengawasan petugas pemeriksa yang

berwenang setelah bagian - bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi

oleh manusia di buang.

(5 ) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) huruf d adalah daging yang

berbahaya bagi konsums i manusia karena berasa l dar i hewan potong yang

mengandung penyak it hewan menular.

Pasal 10

(1) Hasil pemeriksaan post mortum oleh petugas pemer iksa terhadap daging

yang berasa l dari hewan potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1 ) huruf a dinyatakan dengan cara member i tanda atau stempel pada

daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak

membahayak an kesehatan manusia dengan bentuk dan model ukuran

stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2 ) Terhadap daging yang berasal dar i hewan potong yang dinyatakan dapat

diedarkan untuk d ikonsumsi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1 ) huruf b, maka pember ian tanda atau stempe l di lakukan setelah

dikenakan per lakuan khusus terhadap daging tersebut seh ingga aman dan

layak untuk dikonsums i.



BAB III

P E R E D A R A N D AN P EN JU A L A N DA GI N G

Pasal 11

(1 ) Daging yang dinyatakan dapat diedarkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1 ) huruf a, sebe lum diedarkan harus di layukan selama

sekurang - kurangya 8 jam dengan cara menggantungkannya di da lam

ruang pelayuan yang sejuk, cukup vent i las i, terpelihara baik dan hygienis.

(2 ) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b hanya

boleh diedarkan sete lah d ikenakan per lakuan-per lakuan khusus untuk

menjamin bahwa daging tersebut aman untuk dikonsumsi d i R PH atau

tempat pemotongan hewan , dengan ketentuan pemenuhan persyaratan

tetap menjad i tanggung jaw ab RPH atau tempat pemotongan hewan. yang

bersangkutan.

(3) Daging sebaga imana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf c hanya

boleh diedarkan di RPH atau tempat pemotongan hewan dengan

pengawasan dari petugas yang berwenang.

(4) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf d harus

ditempatkan di tempat yang khusus untuk d imusnahkan dengan cara yang

sesuai dengan petunjuk petugas pemer iksa.

Pasal 12

Terhadap daging yang diedarkan t idak boleh d i tambahkan bahan atau zat yang

dapat m engub ah warna aslinya.

Pasal 13

Selama dalam pengangkutan, karkas atau bagian karkas harus tetap dalam

keadaan tergantung dan terpisah dari isi rongga perut dan dada serta bagian

hewan potong lainnya.



Pasal 14

Set iap pengangkutan daging untuk tujuan daerah kabupaten / kota, kabupaten /

kota lain ha m s di lengkapi surat keterangan kesehatan dar i daerah asa l dag ing

yang dikeluarkan oleh petugas pemer iksa yang berwenang.

Pasal 15

(1) Ruang daging dan kendaraan pengangkut dag ing t idak boleh digunakan

untuk tujuan lain dar ipada pengangkutan dag ing.

(2) Ruang daging pada kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ) harus memenuh i syarat sebaga i ber i ku t :

a. terbuat dar i bahan anti karat, ber lantai t idak licin, bersudut pertemuan

antara dinding melengkung serta m ud ah dibers ihkan.

b. di lengkapi dengan alat gantung dan lampu penerangan yang cukup.

c. untuk pengangkutan daging yang memer lukan waktu lebih dar i 2 j am

harus bersuhu set inggi - t ingginya 10°C dan untuk pengangkutan

daging beku bersuhu set inggi - t ingginya -15°C selama dalam

perjalanan, ruang daging harus ditutup.

Pasal 16

(1 ) Tempat penjualan daging di pasar harus terpisah dari tempat penjualan

komodit i lainnya.

(2 ) Bangunannya permanen dengan lantai kedap air, vent i las i cukup, langit -

langit yang tidak mudah lepas bagian - bagiannya, dinding tembok yang

permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porsel in

put ih.

(3) Memil ik i meja untuk menem patkan daging yang ber lapis porsel in putih

serta tempat dan alat penggantung daging yang terbuat dar i bahan yang

tidak berkarat.

(4 ) Harus tersedia air bersih yang cukup untuk keper luan pembers ihan tempat

penjualan dan tempat pencucian tangan.



Pasal 17

Daging beku dan daging dingin yang dijual d i toko daging, pasar tradisional dan

pasar swalayan harus d i tempatkan di da lam alat pendingin atau kotak pamer

berpendingin dengan suhu yang sesuai dan di lengkapi dengan lampu yang

pantulan cahayanya tidak merubah warna asli dag ing.

Pasal 18

Daging yang dijual dengan menjajakannya kelil ing dar i rumah ke rumah harus

ditempatkan di da lam wad ah yang mempunya i tutup dan bagian dalamnya

dilapisi dengan alumin ium.

BAB IV KET ENT U AN

LAIN-LAIN

Pasal 19

Petugas pemotongan hewan potong dan penanganan daging pada saat

melaksanakan tugasnya harus memenuh i ketentuan sebagai ber i ku t :

a. sehat , khususnya tidak mempunya i luka, t idak berpenyak i t kulit dan bebas

dari penyak i t menular yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dar i

dokter yang diperbaharui t iap tahun .

b. memel ihara kebers ihan badan khususnya ser ing melakukan pencuc ian

tangan dan tidak merokok selama melaksanakan tugas .

c. memel ihara kebers ihan dan hygienitas tempat bekerja serta mencegah

terjadinya kontaminas i terhadap daging, karkas dan bagian - bagian

hewan potong lainnya yang bermanfaat .

Pasal 20

Selain petugas pemotongan hewan potong dan penanganan daging, t idak

seorangpun diperkenankan berada dida lam ruang pemotongan hewan dan

penanganan daging tanpa seizin Kepala RPH atau tempat pemotongan hewan.



BAB V

P EN U T U P

Pasal 21

Peraturan ini mulai ber laku pada tanggai di tetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 11 Desember 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M



LAM PI RAN I : Peratura n Bupat i Purworej o

Nomo r : 30 Tahun 2006

Tanggal : 11 Desember 2006

B E N T U K /M OD E L D A N U K U R A N S E TEM PE L

H E W A N P OT ON G

NO JENI S

H E W A N

B E N T U K /M OD E L

S TEM P E L

LOKAS I U K U R A N

1 Sapi bulat

/ RPH X.
/ PURWOREJ \

BAIK

\v NKV y

Purworej o

Kutoarj o

Kemir i

Jari - Jari 5

cm

2 Kerba u Segi e;mpa t sam a sis

RPH
KUTOARJO

BAIK

NKV

i Kutoarj o Masin g -

masin g sisi 8

cm

3 Kuda Segi tiga sam a sisi

/ R P H \

/ BAIK \

/ NK V \

Purworej o

Kutoarj o

Kemir i

Masing -

masing sisi 8

cm

4 Kambin g /

Domb a

Bulat

BAIK

\ . NIW y

Purworej o

Kutoarj o

Kemir i

Jari-jar i 3 cm



dan seluruh

organ perut
•

dimusnahkan

9 Morbus Aujezk i Steril isasi

10 Brucellosis Di layukan sekurang -

kurangnya 24 ja m dari

wak tu pemotongan

Seluruh organ

perut, ambing,

lymphoglandula

dan tulang

harus

d imusnahkan.

11 Tuberculos is Direbus Seluruh organ

saluran

pernafasan dan

ambing

dimusnahkan.


